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ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 
Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 1  Tahun 
2015  tentang  Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menetapkan 
Keputusan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Wakatobi. 

- Dasar Hukum pada Keputusan ini antara lain yaitu, 
Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana 
telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 tentang   Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang   Nomor   14  
Tahun   2008   tentang Keterbukaan Informasi   Publik  
(Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846). 

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi 
mengatur tentang Menetapkan Struktur Pejabat  Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan Uraian  Tugas  
dan  Struktur  Pejabat  Pengelola  Informasi dan 
Dokumentasi 

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 
Juli 2025 

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan 
KomisiPemilihan   Umum   Kabupaten Wakatobi   Nomor 
236 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku 

- Lampiran 4 Halaman 
 

 


